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ABSTRAK

Penerimaan perpajakan mencakup semua pendapatan yang diterima oleh
negara, terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak
perdagangan internasional. Akibat pandemi Covid-19, banyak karyawan di
Indonesia dirumahkan, dan UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang memiliki
peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun jumlah Wajib
Pajak UMKM meningkat, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Badung Utara tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Dalam rangka
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia, pemerintah lalu
meluncurkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
serta meningkatkan kualitas pelayanan fiskus.

Penelitian ini bertujian untuk menguji program pengungkapan sukarela dan
kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP
Pratama Badung Utara. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner
sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi. Populasi pada
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar pada KPP Pratama
Badung Utara dengan jumlah 7.466 orang. Pengukuran sampel pada penelitian ini
didasarkan dengan rumus Slovin menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%
sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi efektif yang
terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara. Pengujian statistik menggunakan alat uji
Partial Least Square (PLS) dengan bantuan piranti lunak SmartPLS 3.2.9

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa (a) Program pengungkapan
sukarea berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,
(b) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib UMKM.

Kata Kunci: Program pengungkapan sukarela, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib
pajak.
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ABSTRACK

Tax revenue includes all income received by the country, comprising
domestic tax revenue and international trade tax revenue. Due to the Covid-19
pandemic, many employees in Indonesia were laid off, and SMEs (Small and
Medium Enterprises) became one of the crucial sectors supporting economic
growth. Despite the increasing number of SME taxpayers, the compliance rate in
KPP Pratama Badung Utara did not see a proportional improvement.To enhance
voluntary compliance among taxpayers in Indonesia, the government launched the
Voluntary Disclosure Program as regulated in Law Number 7 of 2021 on Tax
Regulation Harmonization, alongside efforts to improve tax office service quality.

The purpose of this study is to examine the Voluntary Disclosure Program
and tax office service quality's effect on individual taxpayers' compliance at KPP
Pratama Badung Utara. The data used in this research consist of primary data and
secondary data. Primary data were obtained through the distribution of
questionnaires, while secondary data were collected through documentation
techniques.The population in this study comprises effective individual taxpayers
registered at KPP Pratama Badung Utara, totaling 7,466 individuals. The sample
size for this research is determined using the Slovin formula with a 10% margin of
error, resulting in a total of 99 effective individual taxpayers registered at KPP
Pratama Badung Utara.The statistical analysis will be conducted using the Partial
Least Square (PLS) method with the assistance of SmartPLS 3.2.9 software.
Regenerate response The study concludes that (a) The Voluntary Disclosure
Program has a positive and significant effect on tax compliance of SME taxpayers. (b)
The tax office service quality has a positive and significant effect on tax compliance of
SME taxpayers.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, tax office service, and tax compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan dari pajak mencakup segala sumber pemasukan yang diterima
oleh pemerintah, termasuk pendapatan dari pajak yang berasal dari aktivitas di
dalam negeri dan perdagangan internasional. Data APBN mengungkapkan
bahwa penerimaan perpajakan pada tahun 2022 mencapai Rp1.510,0 triliun
rupiah, sedangkan sumber penerimaan dari sumber lain selain pajak sebesar
335,6 triliun rupiah (Kemenkeu, 2022). Penerimaan pajak merupakan sumber
mendasar pendanaan bagi negara dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Erawati dan Rahayu, 2021). Dalam Tabel 1.1 ini
menunjukkan bahwa tahun 2018 s.d 2020 penerimaan pajak tidak memenuhi
target. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 di tengah pandemi covid 19, target

penerimaan tercapai.

Tabel 1.1
Penerimaan perpajakan dalam APBN dan pelaksanaannya (realisasi)
2018-2022
(triliun rupiah)
Tahun APBN Realisasi
2018 1.618,1 1.518,8
2019 1.786,4 1.546,1
2020 1.404,5 1.285,1
2021 1.444.5 1.547,8
2022 1.784,0 1.924,9

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2023 (kementrian keuangan)

Di Indonesia, meskipun tingkat realisasi penerimaan pajak secara

sepenuhnya tinggi, namun tingkat kepatuhan tersebut dapat berbeda di setiap



daerah. Salah satu contohnya terjadi di KPP Pratama Badung Utara, dimana

terjadi penurunan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM. Data tentang tingkat

kepatuhan WP pada KPP Pratama Badung Utara dapat dilihat dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan
WP UMKM KPP Pratama Badung Utara.

Tahun Rasio Kepatuhan
2018 87%
2019 79%
2020 80%
2021 2%
2022 70 %

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, Per 30 April 2023.
Akibat pandemi Covid-19, banyak karyawan di Indonesia dirumahkan, dan

Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi. Di Bali, pemasukan utama sebagian besar masyarakat
bergantung pada sektor pariwisata. Namun, pandemi ini telah menyebabkan
banyak masyarakat Bali kehilangan pekerjaan mereka dalam industri pariwisata.
Sebagai alternatif, banyak dari mereka memutuskan untuk membuka usaha
secara mandiri, yang mengakibatkan peningkatan jumlah UMKM di Bali.
Peningkatan jumlah UMKM di Bali, terutama di wilayah KPP Pratama Badung

Utara, tergambarkan dalam Tabel 1.3.



Tabel 1.3
Jumlah WP UMKM
Pada KPP Pratama Badung Utara.

Tahun WP WP WP
Badan Orang Pribadi UMKM

2018 2197 3520 5717

2019 2003 4483 6486

2020 2260 4748 7008

2021 2618 4783 7401

2022 2986 4880 7466

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, Per 30 April 2023.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM, tingkat
kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Utara tidak mengalami peningkatan
yang sebanding. UMKM menghadapi tantangan selama pandemi Covid-19, di
antaranya adalah penurunan tingkat penjualan yang mendorong mereka untuk
mengurangi biaya perusahaan, termasuk beban pajak. Pemerintah telah
menerapkan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan dan mengendalikan
kepatuhan wajib pajak, termasuk memberikan insentif pajak sebagai upaya
untuk mendukung kelangsungan usaha UMKM. Sejalan dengan upaya untuk
meningkatkan kepatuhan WP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
melaksanakan beberapa transformasi dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Pada tanggal 31 Oktober 2022, DJP mengumumkan bahwa realisasi penerimaan
perpajakan di Bali telah mencapai 94,4 persen. Meskipun pemerintah, termasuk
Dirjen Pajak dan petugas pajak, berperan penting dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak, namun keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada

mereka. Para wajib pajak juga perlu berperan aktif dalam prosesnya. Penerapan



Sistem Self Assessment telah memperkuat kepercayaan WP dalam
melaksanakan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban
perpajakan mereka. Perubahan dari sistem sebelumnya, Official Assessment,
menjadi Self Assessment, telah menjadi faktor krusial dalam meningkatkan
tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Tujuan dari peningkatan
penerimaan pajak dapat tercapai melalui langkah ini. Keterlibatan aktif
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi tuntutan penting
dari penerapan Sistem Self Assessment. Tujuan utama dari penerapan sistem ini
adalah mengubah persepsi masyarakat agar melunasi pajak secara sukarela
(voluntary compliance). Essensi dari Sistem Self Assessment adalah ketaatan
wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.
Hadirnya rasa kesadaran dan kepatuhan ini, diharapkan bahwa masyarakat akan
secara aktif mematuhi aturan perpajakan dan berkontribusi pada penerimaan
pajak Negara (Kesumasari dan Suardana, 2018).

Untuk meningkatkan tingkat ketaatan sukarela wajib pajak di Indonesia,
pemerintah telah menjalankan berbagai upaya. Salah satu kebijakan yang
diberlakukan pada tahun 2016 adalah pengampunan pajak (tax amnesty), yang
diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak. Sangat disayangkan bahwa tax amnesty jilid I belum berhasil mencapai
tingkat kepatuhan wajib pajak yang diharapkan, bahkan dikatakan jauh dari
target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil dari tax amnesty jilid 1, terlihat bahwa
partisipasi wajib pajak dalam program tersebut jumlahnya jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan total keseluruhan wajib pajak. Dalam laporan CNN



Indonesia 2021, diketahui bahwa total jumlah wajib pajak di Indonesia
mencapai 32 juta, sedangkan jumlah peserta tax amnesty jilid 1 hanya sebanyak
956.793 wajib pajak. Meskipun program tax amnesty jilid 1 dilaksanakan,
masih terdapat peserta wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang
belum mengungkapkan seluruh aset yang dimiliki.

Dampak yang kurang efektif dari program tax amnesty telah memicu
pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terkait kelanjutannya.
Pemerintah sedang mempertimbangkan apakah perlu mengadakan kembali
program tax amnesty atau tidak (Hasanah et al., 2021). Berdasarkan
pembelajaran dari pengalaman tax amnesty sebelumnya, pemerintah kemudian
mengeluarkan ketetapan Program Pengungkapan Sukarela yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan. Melalui mengimplementasikan kebijakan ini, pmerintah berambisi
untuk meningkatkan penerimaan pajak yang belum optimal dan memberikan
dukungan dalam menghadapi perubahan drastis yang mengejutkan karena
pandemi Covid-19. (Primasiwi, 2021). Kesuksesan Program Pengungkapan
Sukarela sangat tergantung pada intensitas motivasi para WP dalam
mengikutinya. Motivasi wajib pajak memainkan peran krusial dalam efektivitas
suatu kebijakan perpajakan. Motivasi menjadi faktor kunci dalam memacu WP
untuk patuh secara sukarela terhadap kewajiban perpajakan, tanpa merasa
dipaksa atau dirugikan. Dengan motivasi yang tinggi untuk terlibat aktif dalam
Program Pengungkapan Sukarela, tidak secara langsung akan meningkatkan

tingkat kepatuhan sukarela WP, yang berdampak positif pada penerimaan



negara. Melalui implementasi Program Pengungkapan Sukarela hingga 30 Juni
2022, diharapkan wajib pajak dapat secara efektif memanfaatkan kesempatan
ini untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.
Dengan adanya program ini, para wajib pajak diberikan kesempatan untuk
meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka sebelum batas waktu yang telah
ditentukan.

Salah satu aspek lain yang bisa meningkatkan kepatuhan WP adalah dengan
meningkatkan pelayanan dari pihak fiskus. Pelayanan fiskus dapat dijelaskan
sebagai tindakan petugas pajak untuk berperan serta menangani dan
mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak. (Tanilasari
dan Gunarso, 2017). Penyempurnaan layanan perpajakan dilakukan mengikuti
Keputusan Direktur Jenderal Pajak NOMOR PER - 04/PJ/2019 yang mengatur
tentang pendirian pusat layanan terpadu di kantor pelayanan pajak. Aturan ini
bertujuan untuk menyempurnakan kualitas pelayanan perpajakan di kantor
pelayanan pajak, dengan asumsi bahwa tindakan ini akan berimbas positif pada
tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan bahwa ketika pelayanan yang
diberikan terhadap Wajib Pajak berjalan dengan baik, mereka akan merasakan
kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasilnya, layanan yang
berkualitas ini akan memicu kesadaran Wajib Pajak agar lebih mentaati dalam
memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebabnya, mutu pelayanan yang telah
disediakan berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib
Pajak (Trianto, 2012). Untuk meningkatkan mutu layanan, ada beberapa

langkah-langkah yang bisa dilakukan. Contohnya adalah memperbaiki standar



dan keterampilan teknis pegawai di bidang perpajakan. Selain itu, perlu
dilakukan perbaikan pada infrastruktur, yang mencakup ekspansi Tempat
Pelayanan Terpadu (TPT). Pemanfaatan jaringan informasi yang relevan dan
teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi layanan dengan memberikan
kemudahan.

Dari beberapa penelitian terdahulu didapatkan hasil yang tidak konsisten.
Pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak
yang menyimpulkan pengaruh secara positif dilakukan oleh (Waruwu dan
Sudjiman, 2022). Hasil berbeda yakni tax amnesty tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak (Suhenti, 2019) memperoleh kesimpulan berpengaruh
negatif. Penelitian tentang pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada penelitian (Ofori et al.,
2020) menarik kesimpulan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian oleh (Yunia et al., 2021)
mendapatkan hasil kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan guna
memperoleh keyakinan apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah
sehubungan dengan program pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan
fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya dalam hal ini

adalah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung Utara.



B. Rumusan Masalah
Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin muncul berdasarkan penjelasan
latar belakang di atas.:
1. Apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini memfokuskan pada pembatasan masalah yang mengkaji
keterkaitan antara program pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan
fiskus dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. Khususnya,
penelitian ini difokuskan pada UMKM vyang terdaftar di KPP Pratama Badung
Utara.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan merujuk pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya,
maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengaruh dari program pengungkapan sukarela
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Badung Utara
b. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan fiskus terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara



2. Manfaat Penelitian
Peneliti mengharapkan bahwa dari penelitian ini dapat menyumbangkan
sejumlah manfaat, termasuk:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang signifikan
dalam pembaruan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi
berharga bagi penelitian mendatang, serta berperan dalam mendukung
pemerintah dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Mahasiswa
Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian dapat melengkapi
pemahaman para mahasiswa mengenai perpajakan dan bermanfaat
dalam penerapan teori perpajakan, metodologi penelitian, serta
teknologi informasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
gambaran yang lebih luas tentang pengetahuan yang dipelajari di
perkuliahan dapat diaplikasikan dengan baik dalam situasi nyata di
lapangan.
2) Bagi Politeknik Negeri Bali
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan,
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meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki materi
perkuliahan yang berkaitan dengan perpajakan.
3) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting
bagi DJP dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan di
masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
evaluasi dalam pemberian informasi mengenai program
pengungkapan sukarela, pelayanan fiskus serta meningkatkan
kualitas sistem perpajakan, dan membantu DJP dalam mencapai

tujuan mereka untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan analisis hasil penelitian yang telah dijelaskan
sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib
pajak UMKM terhadap Program Pengungkapan Sukarela, semakin tinggi
pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

2. Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan meningkatnya
kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pajak, proses
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak menjadi lebih mudah,
sehingga berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi
Dari penelitian ini, didapatkan beberapa implikasi yang dapat diambil
berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa implikasi yang dapat diambil
adalah sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman

bagi pemerintah, mahasiswa, wajib pajak UMKM, dan para pembaca lain
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dapat menggunakan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan
tentang kepatuhan WP UMKM. Fokus khusus penelitian ini adalah pada
program pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
fiskus. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi keterkaitan teori
atribusi dengan niat dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.
2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah penelitian ini dapat memberi masukan berharga
mengenai pembentukan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia. Dengan
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
UMKM, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat
sasaran untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak, khususnya di
kalangan UMKM. Bagi Politeknik Negeri Bali, Mahasiswa dapat
menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam mengembangkan
penelitian berikutnya yang sejenis. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk
mengidentifikasi area-area lain yang dapat dieksplorasi dalam konteks
kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga penelitian lebih lanjut dapat

memberikan wawasan lebih mendalam tentang isu ini.

C. Saran
Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan:
1. Bagi Otoritas Pajak

Bagi otoritas pajak sebaiknya mengembangkan dan memperluas program
pengungkapan sukarela bagi wajib pajak UMKM dengan memberikan

insentif menarik. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi aktif tentang
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program ini agar lebih banyak wajib pajak UMKM berpartisipasi. Fokus
fiskus harus ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk
wajib pajak UMKM dengan pelayanan yang andal, responsif, dan
memperhatikan kebutuhan mereka, sehingga wajib pajak lebih termotivasi
untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
. Bagi Wajib Pajak UMKM

Wajib pajak UMKM diharapkan lebih memperhatikan kebijakan yang
diberikan oleh pemerintah, terutama program pengungkapan sukarela.
Dengan memahami tujuan dan manfaat program ini, UMKM dapat
membuat keputusan yang tepat apakah akan berpartisipasi dalam program
tersebut. Selain itu, program ini dapat membantu UMKM membangun citra
yang positif, mengurangi risiko audit, dan memungkinkan mereka untuk
mendapatkan insentif yang mungkin diberikan oleh pemerintah.
. Bagi Peneliti Berikutnya

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi di lokasi
yang berbeda dengan jumlah responden yang lebih banyak. Dengan
demikian, akan dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian secara lebih
komprehensif dan juga menambahkan variabel penelitian yang beragam

untuk dianalisis.
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